BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

1.

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dengan Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor
4/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2 /A);
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006
Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 4/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor
4/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014
Nomor 2/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/A)
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor
1 Seri A);
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50. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);

51. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 9 Seri A), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor S Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
semula  berjumlah Rp. 3.155.899.210.513,17 bertambah sejumlah
Rp. 201.578.882.522,53 sehingga menjadi Rp. 3.357.478.093.035,70 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 3.155.899.210.513,17
b. Bertambah Rp. 201.578.882.522.53
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.357.478.093.035,70
2. Belanja:
a. Semula Rp. 3.302.969.222.643,17
b. Bertambah Rp. 468.869.650.905,39
Jumlah setelah perubahan Rp. 3.771.838.873.548,56
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (414.360.780.512,86)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 148.070.012.130,00
2) Bertambah Rp. 272.887.097.920,91
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 420.957.110.050,91
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b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. 5.596.329.538,05
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.596.329.538,05

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 414.360.780.512,86

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula Rp. 333.189.097.399,17
2) Bertambah Rp. 45.462.574.012,53
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp 378.651.671.411,70
b. Dana Perimbangan:
1) Semula Rp. 1.895.573.664.305,00
2) Bertambah Rp. 21.288.488.288,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.916.862.152.593,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 927.136.448.809,00
2) Bertambah Rp. 134.827.820.222,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah setelah Perubahan Rp. 1.061.964.269.031,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:
1) Semula Rp. 133.160.000.000,00
2) Bertambah Rp. 12.050.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan  Rp. 145.210.000.000,00
b. Retribusi Daerah:

1) Semula Rp. 33.970.193.235,00

2) Bertambah Rp. 2.632.828.675,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 36.603.021.910,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan:

1) Semula Rp. 13.013.536.536,00

2) Bertambah Rp. 252.164.163,20

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 13.265.700.699,20
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 153.045.367.628,17

2) Bertambah Rp. 30.527.581.174,33

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp. 183.572.948.802,50
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(3)

(4)

10

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:
1) Semula Rp. 174.224.087.350,00
2) Berkurang Rp. (23.871.511.712,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 150.352.575.593,00
b. Dana Alokasi Umum:

1) Semula Rp. 1.613.161.777.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah

Perubahan Rp. 1.613.161.777.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1) Semula Rp. 108.187.800.000,00
2) Bertambah Rp. 45.160.000,000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah

Perubahan Rp. 153.347.800.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah:
1) Semula Rp. 1.250.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 1.250.000.000,00
b. Dana Darurat:
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya:
1) Semula Rp. 151.684.781.025,00
2) Bertambah Rp. 83.439.981.006,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah
Perubahan Rp. 235.124.762.031,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1) Semula Rp. 529.637.574.784,00
2) Bertambah Rp. 49.887.839.216,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus setelah Perubahan Rp. 579.525.414.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:
1) Semula Rp. 244.564.093.000,00
2) Bertambah Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah
Perubahan Rp. 246.064.093.000,00
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Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula Rp. 1.927.321.385.532,17

2) Bertambah Rp. 141.357.596.115,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

perubahan Rp. 2.068.678.981.647,17
. Belanja Langsung:

1) Semula Rp. 1.375.647.837.111,00

2) Bertambah Rp. 327.512.054.790,39

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.703.159.891.901,39

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 1.552.082.077.634,17
2) Bertambah Rp. 61.187.317.870,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1.613.269.395.504,617

. Belanja Bunga:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
. Belanja Subsidi:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00
. Belanja Hibah:

1) Semula Rp. 83.705.526.000,00

2) Bertambah Rp. 22.235.001.350,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 105.940.527.350,00

. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp. 17.585.950.000,00

2) Bertambah Rp. 4.056.700.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp. 21.642.650.000,00
. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa:

1) Semula Rp. 31.922.447.987,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 31.922.447.987,00

. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa:

1) Semula Rp. 237.025.383.911,00
2) Bertambah Rp. 52.878.576.895,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

Perubahan Rp. 289.903.960.806,00
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5.000.000.000,00
1.000.000.000,00

. Belanja Tidak Terduga:
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan Rp.

6.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:

a.

Belanja Pegawai:
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.

119.171.867.982,20
29.766.495.412,04

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.

. Belanja Barang dan Jasa:

148.938.363.394,24

712.635.471.365,80
137.062.101.627,35

849.697.572.993,15

543.840.497.763,00
160.683.457.751,00

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp.

. Belanja Modal:

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.

Pasal 4

704.523.955.514,00

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan:
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan:
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan Rp.
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada

148.070.012.130,00
272.887.097.920,91

420.957.110.050,91

1.000.000.000,00
5.596.329.538,05

dari jenis pembiayaan:

a.

6.596.329.538,05

ayat (1) huruf a terdiri

118.070.012.130,00
272.887.097.920,91

390.957.110.050,91

30.000.000.000,00
0,00

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya:

1) Semula Rp.
2) Betambah Rp.
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp.

. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula Rp.
2) Bertambah /berkurang Rp.

Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya
setelah Perubahan

Rp.

30.000.000.000,00
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c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 5.596.329.538.05

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 5.596.329.538,05
c. Pembayaran Pokok Utang:

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah

Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

terdiri dari:

1.

° ® N o

11.

12.
13.

(1)

(2)

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Peraturan Daerah ini,

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Daftar
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

tahun anggaran berikutnya;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti kebijakan terkait dengan dana
transfer termasuk bantuan keuangan yang petunjuk teknisnya telah
ditetapkan secara khusus, diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
untuk segera diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang selanjutnya ditampung pada Laporan Realisasi Anggaran
dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat
melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

Apabila alokasi Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Bupati dapat:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran 2015;

b. memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia.

Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak

keputusan dimaksud ditetapkan yang selanjutnya ditampung dalam

perubahan Peraturan Daerah ini.

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. bukan merupakan kegiatan normal bagi aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta tidak diharapkan
terjadi secara berulang seperti penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat dan/atau pasca bencana;

b. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, demi
terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 September 2015

BUPATI MALANG,
Ttd.
H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 2 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 251-8/2015
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